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Abstract

Motor vehicle theft crimes (curanmor) in the Surabaya region experienced a significant
increase in 2025-2026, with crime patterns that are far more organized and clandestine. This
research was conducted with the aim of analyzing legal gaps in addressing curanmor from
both preventive and repressive aspects, as well as providing ideal formulations to strengthen
the effectiveness of law enforcement in the jurisdiction of Polrestabes Surabaya. The
research method used is normative juridical with a statutory approach (statute approach)
and a conceptual approach (conceptual approach). The research findings indicate the
existence of fundamental legal gaps, due to existing regulations (Criminal Code and Law No.
1 of 2023) being general in nature and curanmor not yet classified as an organized
clandestine crime. In addition, there are normative gaps in the preventive aspect that
regulate the relationship between the police and the community, which serves as the primary
spearhead, by utilizing integrated monitoring technology through administrative recording of
vehicle ownership in rural areas. Optimization of repressive efforts is also based on civilian
informants as a bridge, equipped with techniques for purchasing stolen motorcycles. This
strategy is expected to disrupt the economic chain of crime, which is the fundamental factor
behind the proliferation of motor vehicle theft crimes in Surabaya.
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I. PENDAHULUAN

Surabaya dikenal sebagai salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki standar pemenuhan
gaya hidup yang cukup tinggi. Karena adanya dinamika gaya hidup tersebut dapat membawa dampak
positif maupun negatif. Jika dikaji dari dampak negatifnya, tidak sedikit masyarakat yang melakukan
tindak kejahatan demi pemenuhan biaya hidup maupun gaya hidup. Kejahatan merupakan tindakan
tidak bermoral dan bertentangan dengan norma sosial, tidak diterima oleh kelompok masyarakat dan
secara resmi ditentang negara melalui penerapan sanksi atau tindakan (Budi & Saputra, 2021). Salah
satu permasalahan serius yang marak terjadi di wilayah Surabaya adalah pencurian kendaraan
bermotor (selanjutnya disebut curanmor).

Berdasarkan data resmi Polrestabes Surabaya periode 2025-2026, tercatat adanya tren
peningkatan kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah Surabaya Timur dan Surabaya Selatan.
Kejahatan ini menunjukkan pola yang semakin terorganisir dengan penggunaan modus kunci T
sebagai salah satu instrumen utama. Curanmor sendiri memiliki dampak yang sangat merugikan
masyarakat dan berpotensi menimbulkan keresahan yang mengancam masyarakat. Kerugian yang di
derita oleh korban yaitu kerugian materiil, bahkan terkadang pelaku dapat melakukan kekerasan
terhadap target atau korban. Angka curanmor sendiri di Surabaya sangat tinggi, sehingga perlu
ditangani lebih serius agar dapat meminimalisir lonjakan curanmor itu sendiri.

Jika dikaji dari Pasal 362 yang mengatur mengenai pencurian pokok dan 363 KUHP akan
diberlakukan jika dilakukan dengan pemberatan (penggunaan kunci palsu/T atau dilakukan pada saat
malam hari). Terdapat kodifikasi hukum nasional yaitu UU No. 1 Tahun 2023 (selanjutnya disebut
sebagai KUHP Nasional) dan hal ini diatur dalam Pasal 476 yang menyatakan bahwa “Setiap Orang
yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk
dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”. Meskipun Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2023 (KUHP Nasional) telah diimplementasikan, regulasi terkait pencurian kendaraan
bermotor tetap bersifat umum. Ketidakhadiran klasifikasi khusus untuk curanmor menyebabkan
adanya kekosongan dalam hukum yang berfungsi, terutama dalam menangani pola kejahatan
terorganisir dan memberikan sanksi yang tepat. Pasal ini hanya mengatur mengenai pencurian harta
benda secara umum atau universal sehingga perlu difokuskan dan dilakukan pembenahan secara
intensif untuk mengurangi angka curanmor khususnya di wilayah Surabaya.

Tidak ada Pasal khusus yang mengatur mengenai curanmor, KUHP sendiri hanya mengatur
mengenai sanksi yang diberikan setelah kejahatan sudah terjadi. Hal ini tidak berfokus pada tindakan
preventif dan hanya bersifat represif. Tidak adanya norma spesifik mengenai pencegahan antara
masyarakat dan penegak hukum menunjukan kekosongan pengaturan dan diperlukan diskusi regulasi
yang lebih intensif dan solidaritas yang kuat antar sesama. Penindakan hukum secara represif terbukti
belum mampu mengurangi angka curanmor secara efisien. Maksud dari pasal tersebut adalah jika
seseorang mengambil hak orang lain secara melawan hukum baik sebagian atau seluruhnya akan
terkena pidana penjara serta denda akan perbuatannya tersebut.

Curanmor sendiri merupakan golongan kejahatan jalanan (street crime), yang jika diteliti lebih
lanjut memiliki beberapa faktor penyebab. Apabila dikaitkan dengan contoh kasus dalam penelitian
ini, ada beberapa elemen yang berkontribusi pada terjadinya pencurian kendaraan bermotor, salah
satunya nilai finansial kendaraan yang tinggi, tingkat keamanan kendaraan rendah, terdapat pasar
yang illegal, minimnya kesadaran akan keamanan dikalangan masyarakat, serta adanya masalah sosial
dan ekonomi (Nurjaman & Qomarudin, 2023). Penanggulangan curanmor sendiri sudah dilaksanakan
di wilayah Surabaya, salah satunya patroli. Patroli yang dilakukan sebagai langkah pencegahan
sudah diatur dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002,
tetapi dalam pelaksanaannya, efektivitasnya masih terhambat oleh jumlah personel yang terbatas,
luasnya area yang harus dijangkau, serta belum maksimalnya peran serta masyarakat
melalui sistem Pemolisian Masyarakat. Apabila dikaji dari praktiknya, masyarakat kurang dilibatkan
melalui Perpol No. 1 Tahun 2021 mengenai Pemolisian Masyarakat (selanjutnya disebut sebagai
Polmas) belum optimal.

Namun pada faktanya, menurut (Hana et al., 2025) meski efektif, patroli masih menghadapi
tantangan seperti keterbatasan personel dan luasnya cakupan wilayah. Hal ini diperlukan penambahan
terkait aparat penegak hukum yang terjun langsung di lapangan khususnya di daerah terpencil yang
kurang terjangkau dan kurang diperhatikan. Patroli sendiri merupakan aspek preventif atau
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pencegahan sebelum terjadinya sebuah kejahatan khususnya curanmor. Aspek preventif sendiri
berguna untuk melakukan upaya untuk mengurangi faktor resiko yang akan diakibatkan dari suatu
perbuatan. Selain itu, penerapan CCTV sebagai bukti elektronik menurut Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 masih belum terhubung dengan sistem tanggap cepat yang dimiliki oleh pihak penegak
hukum, sehingga perannya dalam mencegah kejahatan pencurian kendaraan bermotor belum berjalan
dengan efektif.

Pemasangan CCTV dapat menjadi penunjang atau sebagai alat bukti yang kuat bedasarkan
Pasal 5 UU ITE yaitu sebagai salat bukti elektronik yang sah. Akan tetapi dalam penindakan represif
masih terhambat dan belum efektif. Tingkat partisipasi warga dalam sistem pengamanan lingkungan
yang rendah serta kurangnya kolaborasi yang baik antara penegak hukum dan masyarakat setempat
menandakan adanya kekurangan dalam strategi pencegahan yang berfokus pada komunitas. Penelitian
tentang pencurian kendaraan bermotor telah banyak dilakukan sebelumnya, tetapi sebagian besar
hanya menekankan pada sisi penindakan yang bersifat represif atau analisis normatif terkait pasal
pencurian secara umum. Penelitian ini menawarkan kebaruan karena mengeksplorasi kekurangan
dalam hukum dari perspektif pencegahan dan penindakan dengan pendekatan yang terintegrasi, serta
menyusun model ideal untuk mengatasi pencurian kendaraan bermotor yang berlandaskan penguatan
regulasi dan penggabungan teknologi pemantauan di Kota Surabaya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif karena penelitian ini digunakan untuk
logika keilmuan dari sisi hukum normatifnya. Penelitian normatif ini didasarkan pada pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis
penelitian ini bersifat preskriptif, dengan memberikan rekomendasi solusi terhadap permasalahan
hukum dengan fokus analisis mendalam terhadap berbagai bahan hukum yang sudah ada. Pendekatan
perundang-undangan digunakan sebagai kajian analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis
dalam suatu aturan dalam peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana pencurian kendaraan
bermotor (curanmor). Penelitian ini berfungsi sebagai analisis kekosongan hukum secara preventif
dan represif serta mengkaji peraturan tindak pidana pencurian yang didasarkan pada KUHP antara
pidana represif maupun upaya penanggulangan preventifnya di wilayah Surabaya.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer peraturan perundang-
undangan. Bahan hukum primer ini berupa peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat,
seperti UUD NRI 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP dan KUHP Nasional), maupun
UU No. 1 Tahun 2023. Bahan hukum sekunder yang mencakup jurnal ilmiah, literatur hukum,
referensi hukum lainnya seperti laporan resmi statistik dari Polrestabes Surabaya serta penelitian
terdahulu untuk memperkuat hasil analisis. Bahan hukum tersier berupa kamus maupun enslikopedia
hukum yang membantu untuk mengartikan setiap istilah teknis dalam penelitian ini. Penelitian ini
menggunakan analisis kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis untuk merumuskan model ideal
penanggulangan curanmor yang mendukung efektivitas hukum.

Selanjutnya metode ini digunakan sebagai kajian bagi kekosongan norma yang ada serta
merumuskan konsep yang ideal bagi efektivitas hukum di Surabaya. Pendekatan konseptual
digunakan untuk kebutuhan analisis teori cara menanggulangi kejahatan, kriminalisme beserta teori
efektivitas hukum sebagai landasan rumusan bentuk penguatan hukum khususnya di wilayah
Surabaya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan
menelusuri dokumen hukum maupun literatur akademik. Data yang telah dikumpulkan akan
dilakukan analisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif analitis. Kualitatif berarti menggunakan
logika maupun penalaran hukum maupun interpretasi. Sedangkan deskriptif analitis digunakan
sebagai metode analisis menggunakan teori-teori yang ada.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perbandingan Peraturan Curanmor dalam KUHP Lama dan KUHP Nasional
Seperti yang kita ketahui bahwa tingkat curanmor di wilayah Surabaya yang merupakan salah
satu kota metropolitan menjadi tantangan bagi kita semua. Jika dilihat dari aturan perundang-
undangan kita, permasalahan curanmor ini bisa dibandingkan melalui undang-undang yang
mengaturnya. Pada Pasal 362 KUHP menjelaskan bahwa tindakan pencurian secara umum
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menitikberatkan terhadap perbuatan fisik pengambilan suatu barang dengan tujuan untuk memiliki
barang tersebut secara melawan hukum dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Secara
hukum tertulis, Pasal ini kembali disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP
Nasional) yang menyesuaikan besarnya denda terhadap pencurian maupun adanya bentuk pemidanaan
yang lebih menyesuaikan lingkungan. Lalu pada Pasal 363 KUHP yang mengatur mengenai
pemberatan terhadap pencurian motor yang merusak kunci/gembok juga disempurkan dalam KUHP
Nasional yaitu pada Pasal 477 ayat 1 huruf F menjelaskan mengenai pencurian dengan alat bantu anak
kunci palsu.

Meskipun secara bentuk dan cara kerja alat berbeda, namun keduanya seringkali
disalahgunakan untuk melakukan pembobolan kendaraan bermotor. Perbandingan kedua Pasal ini,
baik pada KUHP maupun baru memiliki perbedaan dan penyempurnaan aturan yang jauh lebih
mendalam. KUHP pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 363 lebih memfokuskan pada sanksi retributif
(penjara) sedangkan KUHP Nasional menitikberatkan kepada sanksi retributif maupun rehabilitatif.
Artinya dahulu hanya mementingkan sanksi penderitaan secara fisik, namun perubahan sanksi di
KUHP Nasional mengarahkan pada penyelesaian yang lebih solutif dalam bentuk pemulihan ke
keadaan semula akibat dari suatu tindak pidana. Maksudnya adalah lebih memikirkan bagaimana
kerugian tersebut bisa diganti dan hubungan sosial dipulihkan kembali.

Sehingga rehabilitatif lebih memfokuskan kepada perbaikan perilaku maupun keadaan mental
pelaku agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Meskipun didalam Pasal 477 ayat 1 huruf f KUHP
Nasional telah mengatur mengenai pemberatan bagi pencuri yang menggunakan kunci palsu, hal ini
berlaku terhadap sanksi fisik atau retributif saja. Tindak pidana curanmor juga memiliki kaitan yang
erat dengan penadahan kendaraan bermotor. Tindak pidana penadahan ini diatur dalam Pasal 480
KUHP pernah dilakukan oleh Polrestabes Surabaya, dengan cara petugas kepolisian berpura-pura
menjadi pembeli yang membeli kepada pelaku pencurian lalu terjadilah penadahan. Tujuan dari
tindakan ini adalah untuk mencari keterangan setiap pelaku tindak pidana pencurian (Thoriq &
Rusdiana, n.d.) .

Tindakan Polrestabes ini cukup menarik, karena lebih ke mencari cara untuk mencegah
kejahatan dengan cara bertanya secara langsung dengan pelaku serta modus apa saja yang mereka
gunakan untuk mencuri motor. Hal ini membuat kejahatan tersebut dapat dicegah kedepannya,
setidaknya mengurangi angka kejahatan. Selain itu, seiring berkembangnya zaman Polrestabes
sekiranya dapat melakukan inovasi penanganan khususnya kejahatan curanmor. Maraknya berbagai
modus kejahatan juga dapat mempersulit pihak berwenang untuk melakukan penanganan secara
intensif yang akan mengakibatkan sulitnya investigasi secara mendalam. Oleh sebab itu, diperlukan
perubahan strategi dari pendekatan tradisional menuju polisi yang proaktif. Ini meliputi pembaruan
fasilitas intelijen teknis dan peningkatan kemampuan petugas dalam memahami metode kejahatan
yang baru, untuk memastikan bahwa lembaga penegak hukum selalu mampu mengungguli para
pelaku tindak kriminal.

2. Upaya Preventif (Pencegahan dan Pengawasan)

Pencegahan maupun pengawasan memiliki peran penting dalam tindak pidana curanmor yang
terjadi ditengah masyarakat. Sistem ini dapat secara langsung mengurangi angka kejahatan yang lebih
signifikan dibanding tanpa adanya upaya khusus yang dilakukan. Pencegahan ini berfungsi sebagai
tindakan sebelum kejadian tersebut terjadi. Baik Polisi maupun masyarakat harus turut bekerjasama
dalam melakukan pengawasan. Jika hanya pihak berwenang saja yang melakukan pengawasan,
efektivitas akan menurun karena jumlah pelaku kejahatan sangat banyak dibandingkan dengan
personil aparat negara, oleh karena itu diperlukan penambahan jumlah personil. Upaya yang pernah
dilakukan untuk mencegah tindak kriminalitas di wilayah Surabaya yaitu dengan patroli rutin di
beberapa wilayah Surabaya terutama daerah rawan kejahatan. Kegiatan ini terbukti cukup membantu,
hanya saja terhalang oleh jumlah sumber daya manusia yang perlu ditambahkan.

Peran CCTV juga penting sebagai sarana pemantauan jarak jauh, yang jauh lebih terorganisir
dan pemantauan yang jauh lebih ketat serta peran masyarakat untuk melakukan pelaporan kejadian
juga menjadi hal yang penting (Ayu Hana, 2025). Disisi lain terdapat kelemahan yang terjadi dalam
upaya preventif seperti patroli di daerah rawan dan diperlukannya edukasi intensif terhadap
masyarakat (Dariani, 2025). Edukasi ini mencakup cara masyarakat untuk saling membantu serta
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meningkatkan kepedulian terhadap risiko dan potensi dampak kejahatan, baik secara individu maupun
kolektif. Sosialisasi ini perlu dilakukan secara merata, terutama di wilayah dengan tingkat kriminalitas
tinggi. Langkah preventif selanjutnya adalah dengan cara melakukan pemeriksaan kendaraan
bermotor secara berkala maupun secara tiba-tiba atau insidental agar pemeriksaan lebih jujur maupun
terbuka sesuai kebutuhan (Pemeriksaan, 2020).

Bedasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (selanjutnya disebut sebagai PP Nomor 80 Tahun 2012), menegaskan bahwa Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor di Jalan meliputi pemeriksaan:

a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan
Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;

b. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;

c. fisik Kendaraan Bermotor;

d. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau

e. izin penyelenggaraan angkutan

Selanjutnya untuk ketentuan pemeriksaan surat-surat tersebut di atas, sebagaimana yang
dimaksud dalam pasal 3 huruf a akan dilakukan pengecekan: kepemilikan, kesesuaian nomor
kendaraan, masa berlaku, dan keaslian yang diatur dalam Pasal 4 PP Nomor 80 Tahun 2012. Terkait
ketentuan tersebut diatas pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan memiliki landasan yang kuat dan
sudah tertulis dalam PP Nomor 80 Tahun 2012. Pasal 3 secara spesifik menguraikan mengenai ruang
lingkup pemeriksaan tidak terbatas hanya pada kelengkapan administrasi, namun juga bergantung
pada keadaan fisik kendaraan, izin, maupun uji kelayakan kendaraan. Pasal 4 lebih menegaskan
bahwa adanya pemeriksaan tersebut tidak hanya bedasarkan formalitas, namun lebih ke menguji
keaslian seluruh aspek kendaraan, surat-surat, maupun mempermudah proses penindakan secara
langsung kejahatan lalu lintas serta sebagai bentuk dari aspek preventif. (PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, 2012). Tujuan dari pemeriksaan kelengkapan kendaraan
ini adalah sebagai salah satu tindakan untuk mempersempit ruang gerak pelaku dengan harapan untuk
mengurangi curanmor secara signifikan.

3. Upaya Represif (Penegakan Hukum dan Penindakan)

Upaya tindak represif yang dilakukan dengan cara melakukan tindakan tegas kepada para
pelaku yang dengan harapan dapat memberikan efek jera ke pelaku serta memberikan pembelajaran
kepada masyarakat secara umum (OPTIMALISASI PENYELIDIKAN OLEH SATRESKRIM
POLRESTABES SURABAYA GUNA MENGUNGKAP KASUS KEJAHATAN JALANAN (STREET
CRIME) DALAM RANGKA TERPELIHARANYA KAMTIBMAS KONDUSIF, 2023). Tindakan ini
merupakan suatu penindakan hukum atas suatu kejadian yang sudah terjadi di ruang lingkup
masyarakat. Adanya upaya ini diharapkan menjadi sanksi yang tegas dan dapat mengubah pola
perspektif masyarakat untuk lebih mengetahui modus-modus yang telah dilakukan oleh para pelaku
curanmor. Sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati dan waspada bahwa kejahatan curanmor ini
sangat beresiko dan dapat terjadi kapan saja. Penegakan dan penindakan hukum merupakan salah satu
kunci untuk memberantas kejahatan curanmor yang perlu ditingkatkan lebih lagi agar angka kejahatan
tidak kembali mendominasi di wilayah Surabaya.

Terdapat urgensi dalam upaya represif yang di pelopori oleh informan sipil adalah untuk
menembus jaringan pelaku yang sulit dijangkau oleh kepolisian yang memakai pakaian dinas yang
digunakan untuk mengungkap kasus yang telah terorganisir sejak dahulu. (penggunaan informan)
Adanya petugas yang berpakaian dinas tidak hanya menghambat secara fisik namun juga secara
simbolik dalam suatu proses penyelidikan. Kejahatan jalanan (street crime) yang telah terorganisir,
seragam polisi hanya berfungsi sebagai suatu peringatan untuk pelaku yang berniat untuk melakukan
penghilangan barang bukti. Maka dari itu informan sipil bertindak sebagai jembatan yang tentunya
memiliki akses tanpa batas terhadap ruang sosial yang setara dengan pelaku. Cara ini mengakibatkan
peniadaan kecurigaan yang biasanya muncul yang dibuat oleh otoritas formal.

Selain itu upaya represif tidak hanya pada pencuri saja melainkan juga harus menelusuri
jaringan penadah sesuai dengan Pasal 480 KUHP melalui teknik menjadi pembeli untuk memutus
suatu rantai ekonomi kejahatan (Thoriq & Rusdiana, n.d.). Konstelasi dengan penegakan hukum di
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wilayah Polrestabes Surabaya memberikan keberhasilan upaya represif yang ditujukan terhadap
sindikat curanmor harus dijadikan satu kesatuan yang utuh penindakan terhadap pelaku yang berada
di lapangan maupun diberikan pemutusan rantai ekonomi kejahatan pada tingkat penadah.
Pemanfaatan informan sipil memiliki fungsi sebagai jembatan kognitif yang bersifat krusial untuk
menembus sifat diam-diam, rahasia, maupun tersembunyi dari jaringan pelaku yang sulit diberantas
oleh aparat berseragam. Permasalahan yang terjadi terletak pada identifikasi lokasi penyimpanan
maupun titik penjualan yang berpindah di Surabaya. Keberadaan aset ini memberikan jalan bagi
penyidik untuk melakukan deteksi awal terhadap modus-modus yang semakin canggih. Dapat
disimpulkan bahwa dengan adanya keterkaitan antara penggalian informasi oleh masyarakat sipil
dengan pelaksanaan operasi penyamaran yang dilakukan aparat bukan hanya didasarkan pada teknik
penangkapan saja, akan tetapi merupakan strategi baru untuk menghancurkan pasar gelap penjualan
kendaraan bermotor dan menghambat jalur perdagangan sepeda motor secara illegal yang menjadi
penopang dari adanya tindak pidana curanmor tersebut.

4. Faktor Kendala Evaluasi Strategis

Peran pidana dalam tindakan curanmor ini sangat berperan aktif dan sebenarnya penting
untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Namun pendekatan sistem pidana saat ini
terasa tidak efisien secara ekonomi sehingga diperlukan adanya pengecekan secara berkala mengenai
administrasi hukum di wilayah pedesaan untuk memberikan validasi kepemilikan kendaraan
(Simamora, 2023). Pencatatan secara administratif ini berperan penting untuk memastikan secara teliti
mengenai bukti kepemilikan kendaraan dan memberikan pencegahan ketidaksesuaian kendaraan
dengan nama yang sudah didaftarkan maupun dicatatkan kedalam administrasi hukum di wilayah
pedesaan tersebut. Pencatatan yang terintegrasi dan adanya ketidaksesuaian data dapat terdeteksi sejak
dini sehingga ruang gerak perdagangan illegal dapat dipersempit. Transformasi kebijakan yang murni
represif menuju penguatan dalam ketertiban administrasi desa akan menciptakan ekosistem
pencegahan yang lebih efisien secara ekonomi bagi masyarakat Surabaya dan sekitarnya.

Perkembangan teknologi yang sangat cepat dan perubahan perilaku para pelaku kejahatan
merupakan tantangan utama dalam upaya pencegahan. Keadaan ini memaksa kepolisian untuk segera
memperbarui perangkat dan infrastruktur penyidikan agar bisa menghadapi kompleksitas kejahatan
yang baru (Haiti, 2018). Modernisasi alat dan fasilitas sangat penting karena kelompok pencurian
kendaraan bermotor di Surabaya kini telah beralih memakai perangkat digital, termasuk penggunaan
pemblokir sinyal hingga memanfaatkan platform media sosial gelap untuk menghilangkan jejak
barang bukti. Kepolisian dituntut tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan fisik di lapangan,
tetapi juga kemampuan dalam forensik digital dan penguatan sistem Penegakan Hukum Lalu Lintas
Elektronik (ETLE) yang terintegrasi. Penulis berpendapat bahwa efektivitas penyelidikan akan
meningkat secara signifikan jika database kepolisian dapat disinkronkan secara langsung dengan
teknologi pengenalan wajah dan siste m deteksi plat nomor otomatis di lokasi-lokasi strategis kota,
sehingga pergerakan pelaku dapat dihalangi bahkan sebelum barang curian keluar dari wilayah hukum
Polrestabes Surabaya.

IV. KESIMPULAN

Bentuk kekosongan hukum dalam penanggulangan curanmor di wilayah Surabaya terjadi
karena tidak adanya regulasi yang spesifik mengenai tindak pidana curanmor dikategorikan sebagai
kejahatan yang terorganisir klandestin. Baik dalam peraturan KUHP maupun KUHP Nasional (UU
No. 1 Tahun 2023) masih bersifat umum dan lebih berfokus kepada sanksi retributif setelah kejadian
(represif). Terdapat kekosongan hukum pada aspek preventif yang mengatur mengenai kolaborasi
antara aparat penegak hukum dengan masyarakat serta belum adanya teknologi pemantauan (CCTV)
yang memiliki sistem tanggap cepat yang menjadi potensi hukum terkuat. Tidak adanya teknologi
yang memadai membuat pencegahan dapat mengalami keterhambatan dikarenakan personal yang
tidak sebanding dengan jumlah pelaku kejahatan serta wilayah yang cukup luas sehingga sulit
dijangkau patroli yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Selain itu, penanggulangan curanmor di Surabaya harus dilakukan melalui pendekatan kepada
masyarakat yang terintegrasi terhadap penguatan sistem administrasi hukum serta modernisasi secara
teknis. Secara preventif, diperlukan adanya penguatan administrasi hukum di tingkat desa maupun
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kelurahan melalui validasi kepemilikan kendaraan secara berkala untuk meminimalisir
ketidaksesuaian dan menutup pasar gelap. Secara represif, aparat dapat memanfaatkan penggunaan
informan sipil sebagai jembatan yang dapat menembus jaringan pelaku ditengah masyarakat yang
sulit dijangkau dengan patroli. Teknik membeli kendaraan bermotor oleh pihak kepolisian juga
menjadi taktik untuk mengungkap jaringan penadah sesuai dengan Pasal 480 KUHP. Sistem ini
bertujuan tidak hanya menangkap pelaku sindikat curanmor, akan tetapi dapat memutus rantai
ekonomi kejahatan yang menjadi faktor fundamental dari rantai kejahatan tersebut.
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